PENJELASAN
ATAS
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NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH

UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur juga pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis. Penyelenggaraan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh KPUD.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur antisipasi
keadaan genting yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau
gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Gangguan lainnya yang
dapat berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dapat berupa belum
tersedianya dana, perlengkapan, personil, atau keadaan wilayah pemilihan.

Hal-hal tersebut di atas perlu diantisipasi dengan penundaan pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah apabila terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan
lainnya baik di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di
daerah.

Untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan dana, perlengkapan dan personil maka ketentuan jumlah
pemilih pada setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang diubah menjadi 600 (enam ratus)
orang.

Berdasarkan pertimbangan di atas untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan hal ihwal
yang memaksa, Presiden Republik Indonesia perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Angka 1
Pasal 90
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 236A
Yang dimaksud dengan “di sebagian wilayah pemilihan” dalam
ketentuan ini adalah kecamatan atau kelurahan/desa untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota,
dan kabupaten/kota atau kecamatan untuk pemilihan gubernur dan

wakil gubernur.

Pasal 236B
Dukungan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam ketentuan ini
adalah sebagai upaya untuk menjamin terselenggaranya
pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Pasal Il

Cukup jelas
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